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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dianalisa tentang upaya kepolisan 

dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika dan 

psikotropika khusunya di wilayah hukum Polres Toba Samosir, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Upaya Polisi sebagai lembaga penegak hukum dalam mencegah dan 

memberantas tindak pidana narkotika dan psikotropika di wilayah 

hukum kabupaten Toba Samosir dapat dilihat dari kinerja jajaran Polres 

Toba Samosir yang secara aktif baik terbuka maupun tertutup, 

melakukan kerja sama dengan instansi-instansi lainnya dan masyarakat 

dalam memutus mata rantai peredaran narkotika dan psikotropika. 

Polres Toba Samosir dalam hal ini mempunyai dua langkah untuk 

mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika dan psikotropika 

ini, yaitu upaya Non-Penal dan upaya Penal. Polres Toba Samosir lebih 

memaksimalkan pada upaya Non-Penal yaitu tindakan pre-emtif dan 

preventif(pencegahan), karena upaya ini dirasa lebih efektif dalam 

menekan peningkatan angka tindak pidana narkotika dan psikotropika 

dibandingkan dengan upaya Penal (penindakan). 

2. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi Polres Toba Samosir dalam 

proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika dan 

psikotropika yaitu : 



 

 

65 

 

a. Hambatan Intern 

Yaitu kendala yang berasal dari dalam tubuh Polres Toba Samosir, 

antara lain : 

1) Kurangnya koordinasi di lapangan dan keterbatasan personil; 

2) kurangnya sarana dan prasarana; 

3) Kurangnya koordinasi dengan lembaga-lembaga atau instansi 

terkait; 

4) Adanya ketidakprofesionalisme dari oknum anggota Polisi; 

5) Adanya kewajiban untuk memiliki laporan tentang penindakan 

tindak pidana yang harus diberikan setiap bulannya; 

6) Tidak adanya laboratorium untuk memeriksa alat bukti. 

b. Hambatan Ekstern 

Yaitu kendala yang berasal dari luar tubuh Polres Toba Samosir, 

antara lain : 

1) Keadaan geografis Toba Samosir; 

2) Adanya ketidakpeduliaan masyarakat; 

3) kuatnya jaringan pengedar narkotika dan psikotropika; 

4) Belum adanya tempat rehabilitasi. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis sampaikan, maka saran-

saran yang sekiranya dapat bermanfaat untuk dapat mengurangi bahkan 

menghapuskan tindak pidana narkotika dan psikotropika adalah : 

1. Pembenahan di dalam institusi POLRI, khususnya Polres Toba 

Samosir. Baik itu masalah koordinasi, sarana, prasarana, anggaran, 

profesionalisme personil dan kendala intern lainnya semuanya  harus 

segera diatasi dan dibenahi lebih baik lagi. 

2. Semakin gencar mengadakan upaya-upaya pre-emtif dan preventif 

dalam mencegah tindak pidana narkotika dan psikotropika dan 

meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi terkait. 

3. Meningkatkan operasi-operasi dalam proses pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana narkotika dan psikotropika, baik dengan 

razia atau pengecekan urine dan darah secara rutin di instansi-instansi 

pemerintah daerah, sekolah bahkan di instansi penegak hukum sendiri. 

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam proses 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika serta 

memberikan pengetahuan tentang bahaya-bahaya yang mengancam dari 

tindak pidana narkotika dan psikotropika tersebut. 
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